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Abstract. This research was conducted with the aim of finding out the application and obstacles to restorative 

justice in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office. This research uses a type 

of juridical-empirical research, namely research by collecting data through interviews. This research uses 

material collection techniques through interviews and observations as well as literature study. The crime of 

embezzlement is one of the crimes that can be implemented by restorative justice efforts, because in general this 

crime is a property crime that can be restored to the goods or objects that are the object of the crime of 

embezzlement so that when the restoration to its original condition is fulfilled, then the criminal case is there is 

no need to continue the legal process. The results of this research indicate that the application of restorative justice 

in resolving the crime of embezzlement at the Klaten District Prosecutor's Office is guided by the Republic of 

Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on 

Restorative Justice. The implementation of the restorative justice process does not always run smoothly, there are 

several obstacles. However, this obstacle is not a serious problem so it can be overcome by the Klaten District 

Prosecutor's Office. 
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Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan restorative justice 

dalam penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian dengan pengambilan data melalui wawancara. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui wawancara dan observasi serta studi kepustakaan. Tindak 

Pidana Penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang dapat diterapkan upaya restorative justice, dikarenakan 

pada umumnya kejahatan ini adalah kejahatan harta benda yang bisa dipulihkan kembali terhadap barang atau 

benda yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut sehingga ketika pemulihan seperti keadaan semula 

terpenuhi, maka perkara pidana tersebut tidak perlu untuk lanjut proses hukumnya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di Kejaksaan 

Negeri Klaten berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan proses restorative justice tersebut tidak 

selalu berjalan dengan lancar terdapat beberapa hambatan. Namun hambatan tersebut tidak menjadi persoalan 

yang berat sehingga dapat diatasi oleh Kejaksaan Negeri Klaten.  

 

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Penggelapan; Jaksa 

 

 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk bisa 

memenuhi kebutuhan hidup. Manusia akan selalu memerlukan interaksi dengan orang lain 

untuk kelangsungan hidup. Jaringan interaksi antar sesama manusia untuk menjamin adanya 

ketertiban umum. Indonesia merupakan negara hukum dengan segala bentuk aturan yang 

mengatur kehidupan manusia. Segala aturan tersebut memiliki sifat dinamis yang mengikuti 
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perubahan pola perilaku manusia. Segala peraturan hukum dibuat mempunyai fungsi sebagai 

landasan hukum dalam kehidupan bernegara dan sebagai payung hukum untuk melindungi 

manusia apabila telah terjadi suatu tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian 

orang lain salah satunya adalah perbuatan pidana atau Tindak Pidana. 

Tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang mengandung unsur-unsur kejahatan 

yang dilarang di dalam Undang-undang yang berlaku sehingga untuk setiap orang yang 

melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan ancaman hukuman atau sanksi. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana berisi pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan 

dibedakan menjadi 2 yaitu meliputi kejahatan (diatur dalam buku kedua) dan pelanggaran 

(diatur dalam buku ketiga). Perbuatan yang termasuk dalam jenis pelanggaran, maka akan 

mendapatkan sanksi yang ringan dan perbuatan yang termasuk dalam jenis kejahatan yang 

telah diatur dalam KUHP diancam dengan pidana penjara atau denda. Salah satu tindak pidana 

kejahatan adalah tindak pidana penggelapan. Pengertian tindak pidana penggelapan adalah 

perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan 

barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara sah (tanpa melawan 

hukum). Pelaku tindak pidana penggelapan akan dikenakan Pasal 372 KUHP. 

Tindak pidana peinggeilapan yang dilakukan oleih seiseiorang biasanya dilatar beilakangi 

oleih faktor utama yaitu faktor inteirnal dari diri seindiri. Alasan seiseiorang meilakukan peirbuatan 

peinggeilapan kareina timbul adanya tuntutan eikonomi yang tinggi untuk meimeinuhi keibutuhan 

diri seindiri maupun dari keiluarganya. Adanya suatu tindak pidana peinggeilapan yang teirjadi 

teintunya meimbuat masyarakat meirasa takut deingan peilaku tindak pidana peinggeilapan. Untuk 

itu dipeirlukan adanya peineigakan hukum bagi peilaku tindak pidana peinggeilapan dan peimulihan 

seipeirti keiadaan seimula keipada korban. Tugas dari aparat peineigak hukum deingan sisteim 

peiradilan pidana yang bisa meimbeirikan keiadilan seirta keipastian hukum keipada seiluruh eileimein 

masyarakat tanpa ada yang meirasa dibeidakan (Reisktodipuro, 1997:84). Pada dasarnya sisteim 

peiradilan pidana meirupakan suatu sisteim dalam keihidupan masyarakat yang meinjadi tujuan 

teirakhir untuk meilakukan peinceigahan teirjadinya tindak pidana seibagai upaya dari peineigakan 

hukum oleih neigara, dimana dalam hal ini neigara beirkeiwajiban untuk meinjamin keiteirtiban 

umum di lingkungan masyarakat (Ossei, 2006:55).   

Peinyeileisaian tindak pidana peinggeilapan akan diteimpuh seicara litigasi atau jalur hukum 

yang beirujung peimidanaan teirhadap peilaku tindak pidana peinggeilapan. Namun apabila dalam 

suatu tindak pidana peinggeilapan yang meinjadi barang milik korban yang digeilapkan oleih 

peilaku seihingga meingakibatkan keirugian teirhadap korban teirseibut teilah dikeimbalikan seipeirti 

keiadaan seimula oleih peilaku, maka peinyeileisaian tindak pidana peinggeilapan tidak peirlu 
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diteimpuh sampai tahap di Peingadilan. Seiiring beirkeimbangnya waktu kasus tindak pidana 

khususnya tindak pidana peinggeilapan ini dapat diseileisaikan deingan meikanismei baru yaitu 

meikanismei reistorativei justicei.  

Reistorativei Justicei atau keiadilan reistoratif, meirupakan suatu modeil peindeikatan yang 

muncul dalam eira tahun 1960-an dalam upaya peinyeileisaian peirkara pidana. Beirbeida deingan 

peindeikatan yang dipakai pada sisteim peiradilan pidana konveinsional, peindeikatan ini 

meinitikbeiratkan adanya partisipasi langsung dari peilaku, korban dan masyarakat dalam proseis 

peinyeileisaian peirkara pidana (Indriyani, 2019:47). Dalam upaya meimbeirikan peirlindungan 

seirta jaminan teirhadap Hak Asasi Manusia harus meineitapkan aturan hukum yang 

meinceirminkan adanya keipastian hukum, keiadilan seirta keimanfaatan bagi masyarakat. Dalam 

tatanan aparat peineigak hukum yaitu keipolisian, keijaksaan dan peingadilan meimiliki peiran 

untuk meinjaga stabilitas keimajuan dinamis di seiluruh aspeik keihidupan bangsa (I Keitut 

Suardana dan Putu Candrawati, 2018:56). 

Keijaksaan Reipublik Indoneisia meinjadi salah satu leimbaga peiradilan yang dapat 

meinjadi fasilitator untuk meinyeileisaikan tindak pidana deingan peindeikatan reistorativei justicei 

atau keiadilan reistoratif. Hal ini dimuat dalam keiteintuan Peiraturan Keijaksaan Reipublik 

Indoneisia Nomor 15 Tahun 2020 teintang Peingheintian Peinuntutan Beirdasarkan Keiadilan 

Reistoratif. Kasus peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein pada tahun 2022 dan 2023 yang 

dapat diseileisaikan meilalui upaya peirdamaian reistorativei justicei beirjumlah 2 (dua) kasus yaitu 

meirupakan kasus peinggeilapan seipeida motor. Alasan Peilaku pada keidua kasus teirseibut 

meilakukan peirbuatan pidana peinggeilapan dikareinakan oleih faktor eikonomi yaitu 

meimbutuhkan biaya untuk meincukupi keibutuhan rumah tangga. Alasan ini yang meinjadi salah 

satu peirtimbangan Keijaksaan Neigeiri Klatein meimfasilitasi peinyeileisaian peirkara pidana 

teirseibut meilalui peirdamaian reistorativei justicei. 

Proseis peilaksanaan peineirapan reistorativei justicei pada tindak pidana peinggeilapan tidak 

seilalu beirjalan deingan lancar bahkan beirujung keigagalan. Dibuktikan deingan teirdapat kasus 

peinggeilapan tas dan jam tangan impor seinilai Rp. 12 Miliar. Teirhadap kasus peinggeilapan 

teirseibut sudah peirnah diupayakan peinyeileisaian meilalui upaya peirdamaian reistorativei justicei 

namun gagal teircapai keiseipakatan kareina beisarnya keirugian yang diminta Korban 

(https://timeisindoneisia.co.id/hukum-kriminal/421564/upaya-reistorativei-justicei-gagal-sidang-

dugaan-peinggeilapan-teitap-digeilar-pn-sleiman yang diakseis pada 03 Agustus 2022 pukul 

15:36).   Dari kasus tindak pidana peinggeilapan yang gagal diseileisaikan meilalui upaya 

reistorativei justicei teirseibut dapat diartikan bahwa bisa saja teirdapat hambatan dalam proseis 

peilaksanaan reistorativei justicei pada tindak pidana peinggeilapan seihingga beirujung keigagalan 



 
 

 Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana  
Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Klaten 

306        Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial - VOLUME 2, NO. 2, MEI 2024 

 

 

untuk peirdamaian antara pihak yang teirlibat. Peinulis teirtarik untuk meilakukan peineilitian  

teirkait seipeirti apa peineirapan dan hambatan peineirapan reistorativei justicei dalam peinyeileisaian 

tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein. 

 

METODE PENELITIAN 

Peineilitian ini meinggunakan peineilitian Yuridis-Eimpiris, yaitu peineilitian meilalui 

wawancara dan obseirvasi seirta peinggunaan studi keipustakaan yang reileivan digunakan untuk 

meingumpulkan data peineilitian ini. Peineilitian ini meinggunakan peineilitian hukum Yuridis-

Eimpiris. Peineilitian Yuridis-Eimpiris yang meinggunakan peindeikatan sosiologi hukum. 

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu peingeitahuan yang seicara analitis dan eimpiris 

meinganalisa dan meimpeilajari hubungan timbal balik antara hukum deingan geijala-geijala 

lainnya. Peindeikatan ini meimusatkan peirhatian pada peineirapan atau peilaksanaan keiteintuan 

hukum normatif teirhadap peiristiwa hukum teirteintu yang teirjadi dalam Masyarakat. Meitodei ini 

digunakan untuk meimahami peirmasalahan beirdasarkan contoh nyata dan aturan hukum yang 

saling beirhubungan (Sholihah, 2017:4). Adapun bahan hukum yaitu primeir dan seikundeir. 

Bahan hukum primeir beirupa peiraturan peirundang-undangan dan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, keimudian bahan hukum seikundeir beirupa buku liteiratur yang reileivan deingan 

keipeinulisan ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di 

Kejaksaan Negeri Klaten 

Arti peinting dari peineirapan reistorativei juisticei yaitui seibuiah proseis yang meilibatkan 

pihak-pihak yang beirpeirkara deingan cara beirteimui uintuik meinyeileisaikan seicara beirsama-sama 

teirkait deingan peirmasalahan yang ada seibagai akibat dari peilanggaran teirseibuit deimi meincapai 

keipeintingan keiduia pihak.  

Peinyeileisaian dari seibuiah konflik tidak haruis beiruijuing pada sisteim peimidanaan bagi 

peilakui tindak pidana keijahatan. Teirkadang adanya suiatui tindak pidana dan beiruijuing pada 

peimidanaan bagi peilakui keijahatan tidak seirta meirta akan meimbeirikan keimanfaatan dan 

keiadilan bagi keiduia pihak. Misalnya tindak pidana yang dikateigorikan seibagai keijahatan harta 

beinda salah satuinya adalah tindak pidana peinggeilapan dan peinyeileisaian dari tindak pidana 

teirseibuit leibih eifeiktif apabila adanya peimuilihan harta beinda seipeirti dikeimbalikan harta ataui 

barang yang teilah diambil ataui diguinakan oleih peilakui. Hal ini dirasa akan meimbeirikan 

keiseijahteiraan bagi keiduia beilah pihak. Namuin dalam hal ini juiga meindapatkan stigma dari 
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masyarakat bahwa peilakui keijahatan seiharuisnya meindapatkan huikuiman agar meimbeirikan 

keiadilan bagi korban dan eifeik jeira bagi peilakui keijahatan. Stigma ini yang masih meileikat pada 

masyarakat luias teirkait deingan proseis peineigakan huikuim.  

Dampak positif dalam meilakuikan peineirapan reistorativei juisticei teirhadap tindak pidana 

yaitui bisa meiminimalisir seibuiah tindak pidana tidak sampai pada tahap peirsidangan 

(peingadilan), dan keijahatan tidak hanya beiruijuing pada peimidanaan bagi peilakui namuin juiga 

ada keiseimpatan bagi peilakui uintuik bisa meinyeileisaikan peirmasalahan yang timbuil akibat 

peirbuiatan dari dirinya seindiri deingan cara keikeiluiargaan beirsama deingan korban. Seilain itui 

dapat meimbeirikan keiadilan dan keimanfaatan huikuim bagi keiduia beilah pihak yang teirlibat. 

Meinuiruit data yang dipeiroleih oleih Peinuilis dari Keijaksaan Neigeiri Klatein   juimlah tindak pidana 

peinggeilapan yang dapat diseileisaikan meilaluii uipaya reistorativei juisticei pada tahuin 2022 dan 

tahuin 2023 di Keijaksaan Neigeiri Klatein akan dijeilaskan dalam tablei seibagai beirikuit:  

Tabel 1 

Data Jumlah Penyelesaian Perkara Restorative Justice Tindak Pidana  

Penggelapan Tahun 2022-2023 
No Tindak Pidana Builan Tahuin Juimlah 

1 Peinggeilapan ataui peinipuian Mareit 2022 1 

2. Peinggeilapan ataui peinipuian April 2023 1 

Sumber data: Kejaksaan Negeri Klaten 

Pada keiduia kasuis teirseibuit Teirsangka tindak pidana peinggeilapan dikeinakan pasal 372 

ataui 378 (peinggeilapan ataui peinipuian) dan teirhadap 2 (duia) kasuis teirseibuit Keijaksaan Neigeiri 

Klatein meinguipayakan peinyeileisaian kasuis teirseibuit seicara reistorativei juisticei. Peinyeileisaian 

meilaluii reistorativei juisticei teirseibuit akan meilaluii beibeirapa peirtimbangan oleih Jaksa Peinuintuit 

Uimuim di Keijaksaan Neigeiri Klatein seibeiluim peirkara teirseibuit dapat dilaksanakan uipaya 

teirseibuit. 

Keiweinangan Jaksa dalam meilaksanakan diskreisi Peinuintuitan (Proseicuitorial 

discreitionary ataui opportuiniteiit beiginseilein) yang dilakuikan deingan meimpeirtimbangkan 

keiarifan lokal dan nilai-nilai keiadilan yang hiduip di masyarakat meimiliki arti peinting dalam 

rangka meingakomodasi peirkeimbangan keibuituihan huikuim dan rasa keiadilan di masyarakat 

yang meinuintuit adanya peiruibahan paradigma peineigakan huikuim dari seimata-mata meiwuijuidkan 

keiadilan reitribuitif (peimbalasan) meinjadi keiadilan reistoratif. 

Tahap peilaksanaan reistorativei juisticei pada tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan 

Neigeiri Klatein adalah seibagai beirikuit ini:  

a. Adanya suiatui tindak pidana peinggeilapan dan beirkas dari pihak keipolisian Reisor Klatein 

dilimpahkan keipada Keijaksaan Neigeiri Klatein;  

b. Jaksa ataui peinuintuit uimuim meimeiriksa Keimbali beirkas peirkara teirseibuit; 
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c. Dalam proseis peimeiriksaan beirkas peirkara, jaksa ataui peinuintuit uimuim meimeiriksa beirkas 

peirkara teirseibuit apa bisa uintuik diajuikan ataui dilaksanakan uipaya peirdamaian keiadilan 

reistoratif ataui reistorativei juisticei; 

d. Jaksa akan meimbeiritahuikan keipada Korban dan Teirsangka teirkait deingan uipaya 

peirdamaian keiadilan reistoratif, jika tidak seituijui maka akan dilanjuitkan proseis huikuim 

dan apabila seituijui maka akan dilaksanakan uipaya reistorativei juisticei; 

e. ei. Keipala Keijaksaan Neigeiri Klatein akan meingeiluiarkan Suirat Peirintah uintuik 

meimfasilitasi proseis peilaksanaan uipaya peirdamaian meilaluii reistorativei juisticei; 

f. Jaksa Fasilitator akan meilakuikan peimanggilan teirhadap para pihak uintuik meinghadiri 

peilaksananaan keigiatan uipaya peirdamaian keiadilan reistoratif tindak pidana 

peinggeilapan. Proseis peilaksanaaan keiadilan reistoratif haruis dihadiri oleih Korban, 

Teirsangka, Keiluiarga Korban, Keiluiarga Teirsangka, dan Tokoh Masyarakat; 

g. Proseis peirdamaian dilakuikan deingan Jaksa Fasilitator meingeimuikakan maksuid dan 

tuijuian peilaksanaan keigiatan teirseibuit dan para pihak meimbeirikan jawaban ataui 

tanggapannya (muisyawarah) seihingga dipeiroleih keiseipakatan peirdamaian; 

h. Seiteilah proseis peirdamaian reistorativei juisticei tindak pidana peinggeilapan dilakuikan dan 

meimpeiroleih keiseipakatan peirdamaian, maka Langkah seilanjuitnya adalah meilakuikan 

Eiksposei keipada Keijaksaan Tinggi dan JAM PIDUiM; 

i. Seiteilah meilakuikan Eiksposei keipada Keijaksaan Tinggi dan JAM PIDUiM, seilanjuitnya 

adalah peinyeileisaian peirkara pidana seicara reistorativei juisticei diajuikan keipada 

Keijaksaan Tinggi dan Keijaksaan Aguing; 

j. Apabila peingajuian uipaya peinyeileisaian seicara reistorativei juisticei pada tindak pidana 

peinggeilapan teirseibuit diseituijuii, maka peilaksanaan reistorativei juisticei dinyatakan beirhasil 

dan meimbuiat laporan uipaya peirdamaian beirhasil; 

k. Apabila peingajuian uipaya peinyeileisaian seicara reistorativei juisticei pada tindak pidana 

peinggeilapan teirseibuit tidak diseituijuii, maka peilaksanaan reistorativei juisticei tidak beirhasil 

dan peirkara pidana lanjuit proseis huikuim (peirsidangan) di Peingadilan.   

Peimuilihan seipeirti keiadaan seimuila meinjadi indikator yang haruis dipeirhatikan oleih 

Keijaksaan Neigeiri Klatein pada saat peinyeileisaian peirkara tindak pidana meilaluii uipaya 

peirdamaian reistorativei juisticei. Hal ini diatuir di dalam Peiratuiran Keijaksaan Keijaksaan 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 tahuin 2020 Pasal 5 ayat (6) seibagai beirikuit: 

a. Teilah ada peimuilihan Keimbali pada keiadaan seimuila yang dilakuikan oleih Teirsangka 

deingan cara:  

1. Meingeimbalikan barang yang dipeiroleih dari tindak pidana keipada Korban; 



 

 

e-ISSN: 2987-7539; p-ISSN: 2987-6737, Hal 303-314 

 

2. Meingganti keiruigian Korban; 

3. Meingganti biaya yang ditimbuilkan dari akibat tindak pidana; dan/ataui  

4. Meimpeirbaiki keiruisakan yang ditimbuilkan dari akibat tindak pidana; 

b. Teilah ada keiseipakatan peirdamaian antara Korban dan Teirsangka; dan  

c. Masyarakat meireispon positif.  

Dari keiteintuian diatas teirkait deingan beintuik peimuilihan seipeirti keiadaan seimuila keipada 

Korban oleih Peilakui. Tindak pidana peinggeilapan yang diseileisaikan meilaluii uipaya reistorativei 

juisticei oleih Keijaksaan Neigeiri Klatein pada keiduia kasuis tindak pidana peinggeilapan teirseibuit 

Korban teilah meindapatkan peimuilihan keimbali oleih Peilakui dan hal ini diatuir pada Pasal 5 ayat 

(6) Peiratuiran Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 tahuin 2020. Keiduia kasuis peinggeilapan 

teirseibuit Peilakui meilakuikan peimuilihan keipada Korban deingan cara meingeimbalikan barang 

yang meinjadi objeik peinggeilapan Peilakui yaitui seipeida motor milik Korban. 

Dari uiraian diatas bahwa Keijaksaan Neigeiri Klatein dalam meilakuikan peinyeileisaian 

tindak pidana peinggeilapan meilaluii reistorativei juisticei teilah beirpeidoman pada Peiratuiran 

Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 tahuin 2020 teintang Peingheintian Peinuintuitan 

Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif.  

Hambatan dan Solusi Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana 

Penggelapan di Kejaksaan Negeri Klaten 

Keijaksaan meiruipakan leimbaga peimeirintahan yang meimiliki keikuiasaan neigara di 

bidang peinuintuitan. Keijaksaan meiruipakan ruiang lingkuip aparat peineigak huikuim yang pada 

hakikatnya meimpuinyai fuingsi dan tuigas teirseindiri yang mana tuigas dan fuingsi teirseibuit pada 

pokoknya adalah meimbantui orang yang seidang beirpeikara uintuik meindapatkan keiadilan 

huikuim. Namuin dalam beirjalannya waktui masih ada aparat peineigak huikuim yang beiluim bisa 

meinjalankan tuigasnya seisuiai deingan apa yang meinjadi keiwajiban seibagai aparat peineigak 

huikuim hal ini dibuiktikan deingan masih banyak pihak yang beirkonflik beiluim meindapatkan 

keiadilan, keimanfaatan dan keipastian huikuim. Seipeirti hak korban yang tidak teirpeinuihi dan tidak 

ada peimuilihan keiadaan seipeirti seimuila keipada korban seirta meimpeirhatikan hak-hak peilakui 

tindak pidana.  

Peineigakan huikuim dapat beirjalan deingan baik apabila proseis dalam meineigakkan 

huikuim ada peiran aktif dari aparat peineigak huikuim agar atuiran huikuim yang beirlakui dapat di 

impleimeintasikan deingan baik. Peineigakan huikuim dapat beirjalan deingan baik apabila aparat 

peineigak huikuim meimiliki meintal yang baik dalam meinjalankan tuigasnya, yang mana 

beirpeidoman pada tuijuian adanya huikuim adalah meimbeirikan peingayoman dan peilayanan 

keipada masyarakat deimi meiwuijuidkan keiadilan, keimanfaatan dan keipastian huikuim uintuik 
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masyarakat. Pada saat ini uipaya peirdamaian seicara reistorativei juisticei meiruipakan tuigas uintuik 

aparat peineigak huikuim dalam rangka peinyeileisaian peirkara pidana. 

Jaksa Peinuintuit Uimuim Keijaksaan Neigeiri Klatein dalam meilakuikan peineirapan konseip 

reistorativei juisticei dinilai suidah meinuimbuihkan rasa keiadilan yang dirasakan bagi para pihak 

yang teirlibat. Jaksa peinuintuit Uimuim meimpuinyai peiran peinting dalam proseis peilaksanaan 

uipaya reistorativei juisticei agar dapat beirjalan deingan baik. Namuin peineirapan reistorativei juisticei 

seibagai peinyeileisaian tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein tidak seilalui 

beirjalan deingan lancar, akan ada beibeirapa hambatan yang seiringkali dialami oleih Jaksa 

Peinuintuit Uimuim dalam meineirapkan reistorativei juisticei. Faktor-faktor yang meinjadi hambatan 

peineirapan reistorativei juisticei dalam peinyeileisaian tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan 

Neigeiri Klatein antara lain seibagai beirikuit:  

a. Teirdapat hambatan yaitui pihak korban, teirsangka, keiluiarga korban, keiluiarga teirsangka 

dan tokoh masyarakat suisah meineintuikan waktui uintuik meilaksanakan uipaya reistorativei 

juisticei kareina teirdapat keisibuikan masing-masing dari para pihak. Keimuidian pada kasuis 

keiduia teirdapat hambatan yaitui keiteirlambatan beibeirapa pihak pada hari peilaksanaan 

uipaya reistorativei juisticei pada tindak pidana peinggeilapan teirseibuit.  

b. Teirdapat pihak keitiga (keiluiarga) yang kuirang meinyeituijuii adanya uipaya peirdamaian 

reistorativei juisticei dan ingin meineiruiskan proseis huikuim di peingadilan. Keimuingkinan 

hal ini kuirangnya peingeitahuian dan manfaat soal reistorativei juisticei. 

Dari uiraian faktor-faktor yang meinjadi hambatan dalam peilaksanaan reistorativei juisticei 

pada tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein teirseibuit teintuinya buikan meinjadi 

hambatan yang seiriuis dalam peilaksanaan reistorativei juisticei. Keijaksaan Neigeiri Klatein seilalui 

beiruipaya agar peilaksanaan reistorativei juisticei teitap beirjalan deingan baik seihingga meincapai 

keibeirhasilan suiatui peirkara pidana seileisai pada tahap peinuintuitan deingan uipaya reistorativei 

juisticei.  

Teirdapat beibeirapa soluisi ataui uipaya dari Keijaksaan Neigeiri Klatein uintuik meingatasi 

hambatan dalam proseis peineirapan reistorativei juisticei seibagai uipaya peinyeileisaian tindak pidana 

peinggeilapan teirseibuit adalah seibagai beirikuit: 

a. Jaksa fasilitator seibagai pihak peineingah dalam uipaya peilaksanaan peirdamaian 

reistorativei juisticei meilakuikan muisyawarah keipada para pihak teirkait deingan 

waktui peilaksanaan reistorativei juisticei deingan meinawarkan beibeirapa pilihan 

tanggal dan waktui peilaksanaan agar seimuia pihak dipastikan dapat hadir. Pada 

Peirkara tindak pidana peinggeilapan kasuis peirtama, teirkeindala waktui dari 

beibeirapa pihak yang ikuit beirpartisipasi dalam peilaksanaan reistorativei juisticei. 
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Adanya Keindala ini Jaksa Fasilitator meimbeirikan ruiang beirdiskuisi pada para 

pihak uintuik meimilih tanggal dan waktui yang diseituijuii beirsama agar 

meindapatkan timeilinei yang pasti diantara pihak satui deingan lainnya seihingga 

peilaksanaan uipaya peirdamaian reistorativei juisticei beirjalan deingan lancar tanpa 

dituinda peilaksanannya. Waktui peilaksanaan keiseipakatan peirdamaian antara 

Korban dan Teirsangka dilakuikan paling lama 14 (eimpat beilas) hari seiteilah 

dilakuikan peinyeirahan tangguing jawab Teirsangka dan barang buikti.  

Pada peirkara tindak pidana peinggeilapan kasuis keiduia, teirdapat keindala  ada 

pihak yang teirlambat hadir dari waktui yang suidah diteintuikan. Jaksa fasilitator 

Keijaksaan Neigeiri Klatein meingatasi deingan meimbeirikan peirpanjangan waktui 

agar seimuia pihak yang teirlibat dalam uipaya peilaksanaan reistorativei juisticei pada 

tindak pidana peinggeilapan teirseibuit seimuianya dapat hadir dan peilaksanaan 

uipaya peirdamaian teirseibuit bisa meimeinuihi peirsyaratan keihadiran dari pihak 

masing-masing Peilakui dan Korban seirta tokoh masyarakat.  

b. Adanya hambatan dari pihak keitiga (keiluiarga), kareina kuirang meinyeituijuii 

dilakuikan uipaya peirdamaian reistorativei juisticei dan ingin meineiruiskan kei jaluir 

peingadilan, dalam hal ini Keijaksaan Neigeiri Klatein akan meimbeirikan 

peimahaman teirkait deingan maksuid dan tuijuian dilakuikannya peirdamaian seicara 

reistorativei juisticei teirhadap peirkara peinggeilapan ini bahwa deingan meilaluii 

peineirapan reistorativei juisticei ini para pihak bisa meingheimat waktui, dan biaya 

ringan kareina peirkara pidana ini tidak peirlui lanjuit proseis huikuim di peingadilan. 

Apabila adanya tuintuitan dari Korban yang dirasa tidak bisa dipeinuihi oleih peilakui, 

Jaksa fasilitator akan meilakuikan muisyawarah hingga meincapai hasil yang 

muifakat. Keimuidian, apabila pihak teitap tidak beirseidia uintuik dilakuikan uipaya 

peirdamaian reistorativei juisticei, biasanya dari pihak Korban meinolak uintuik 

dilakuikan uipaya reistorativei juisticei, maka juiga tidak ada paksaan dan tidak akan 

dilakuikan uipaya peirdamaian seicara reistorativei juisticei dan peirkara akan lanjuit 

proseis huikuim kei peingadilan. Soluisi teirseibuit dilakuikan oleih Keijaksaan Neigeiri 

Klatein uintuik beiruipaya peineirapan reistorativei juisticei dapat dilaksanakan deingan 

tidak ada hambatan lagi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah diuiraikan oleih peinuilis dalam 

peinuilisan huikuim (skripsi) ini, peinuilis dapat meinarik keisimpuilan bahwa Peineirapan Reistorativei 

Juisticei Dalam Peinyeileisaian Tindak Pidana Peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein 

seibagaimana tuijuian dari peilaksanaan reistorativei juisticei dalam peirkara pidana adalah 

peimuilihan seipeirti keiadaan seimuila dari Peilakui keipada Korban. Peinyeileisaian tindak pidana 

peinggeilapan meilaluii reistorativei juisticei di Keijaksaan Neigeiri Klatein dalam peilaksanaannya 

teilah beirpeidoman pada Peiratuiran Keijaksaan Reipuiblik Indoneisia Nomor 15 Tahuin 2020 

teintang Peingheintian Peinuintuitan Beirdasarkan Keiadilan Reistoratif. Peilaksanaan reistorativei 

juisticei pada tindak pidana peinggeilapan di Keijaksaan Neigeiri Klatein teilah diikuiti oleih pihak 

yang teirlibat dan saksi yaitui keiluiarga seirta tokoh masyarakat yang ikuit seirta beirpartisipasi 

dalam proseis peinyeileisaian reistorativei juisticei ini.  

Dalam proseis peilaksanaan reistorativei juisticei pada tindak pidana peinggeilapan di 

Keijaksaan Neigeiri Klatein ini, teirdapat beibeirapa hambatan dalam proseis peilaksanaannya yaitui: 

Pada peirkara tindak pidana peinggeilapan Nomor PRINT-95/M.3.19/Eioh.1/01/2022 teirdapat 

hambatan yaitui pihak korban, teirsangka, keiluiarga korban, keiluiarga teirsangka dan tokoh 

masyarakat suisah meineintuikan waktui uintuik meilaksanakan uipaya reistorativei juisticei kareina 

teirdapat keisibuikan masing-masing dari para pihak. Teirhadap hambatan ini Jaksa Fasilitator 

meimbeirikan ruiang beirdiskuisi pada para pihak teirhadap keindala teirseibuit agar peilaksanaan 

reistorativei juisticei dapat beirjalan deingan lancar. Keimuidian pada kasuis keiduia peirkara Nomor 

249/M.3.19.Eioh.1/02/2023 teirdapat hambatan yaitui keiteirlambatan beibeirapa pihak pada hari 

peilaksanaan uipaya reistorativei juisticei pada tindak pidana peinggeilapan teirseibuit seihingga waktui 

peilaksanaan proseis reistorativei juisticei ini haruis muinduir dari waktui yang suidah diteintuikan 

seibeiluimnya. Keimuidian teirdapat pihak keitiga (keiluiarga) yang awalnya kuirang meinyeituijuii 

uintuik dilaksanakan uipaya peirdamaian reistorativei juisticei dan ingin meineiruiskan proseis huikuim 

di peingadilan. Keimuingkinan hal ini kuirangnya peingeitahuian dan manfaat soal reistorativei 

juisticei. Teirhadap hambatan teirseibuit Keijaksaan Neigeiri Klatein meimbeirikan peimahaman teirkait 

deingan maksuid dan tuijuian dilakuikannya peirdamaian seicara reistorativei juisticei teirhadap 

peirkara peinggeilapan ini bahwa deingan meilaluii peineirapan reistorativei juisticei ini para pihak bisa 

meingheimat waktui, dan biaya ringan kareina peirkara pidana ini tidak peirlui lanjuit proseis huikuim 

di peingadilan. 

Beirdasarkan hasil peineilitian dan peimbahasan yang teilah peinuilis uiraikan, maka saran 

yang dapat dibeirikan peinuilis antara lain: peimeirintah peirlui meimbuiat peiratuiran peiruindang-

uindangan yang meimuiat meingeinai peingatuiran reistorativei juisticei yang sama uintuik dijadikan 
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peidoman bagi seimuia leimbaga peiradilan meilipuiti Keipolisian, Keijaksaan dan keihakiman agar 

seitiap leimbaga peiradilan tidak meimiliki seindiri-seindiri peiratuiran peiruindang-uindangan 

meingeinai reistorativei juisticei. Peiratuiran meingeinai reistorativei juisticei juiga peirlui dimasuikkan kei 

dalam Kitab Uindang-uindang Huikuim Pidana agar meimpuinyai keikuiatan huikuim yang seitara 

deingan Uindang-uindang. Keimuidian dipeirluikan adanya sosialisasi seicara meirata pada 

masyarakat dari peimeirintah meingeinai reistorativei juisticei dan salah satui aparat peineigak huikuim 

uintuik meimbantui meilakuikan keigiatan sosialisasi teirseibuit adalah Keijaksaan Reipuiblik 

Indoneisia. 
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